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Abstrak

Surabaya memiliki permasalahan yang unik perihal status tanah yang disebut dengan istilah
“Surat Ijo” yakni istilah surat ijin pemakaian tanah atau pemberian hak pengelolaan lahan
yang dimiliki warga Surabaya dengan map surat berwarna hijau. Oleh karena itu, kemudian
muncul istilah “Surat Ijo” yang dikenal hingga saat ini di Surabaya. Beberapa titik wilayah
Surabaya yang ditempati oleh warga diakui sebagai tanah aset Pemerintah Kota Surabaya,
sehingga warga tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah tersebut. Kemudian gerakan
digunakan warga “Surat Ijo” sebagai instrument politik untuk melawan Pemerintah Kota
Surabaya. Namun peran pemimpin atau ketua gerakan sangat berpengaruh dalam membangun
kesadaran dan memelihara kohesivitas warga surat ijo melalui sosialisasi, sehingga dapat
memobilisasi warga untuk terlibat dan mendukung upaya – upaya gerakan. Akan tetapi respon
pemerintah dalam mempertahankan “Surat Ijo” memberikan situasi ketidakpastian gerakan
dalam menghapus surat ijo. Pemilihan umum secara langsung digunakan sebagai akses
kebijakan oleh gerakan dengan melakukan kerjasama kepada aktor – aktor politik, sehingga
mendorong terjadinya politisasi “Surat Ijo”. Beberapa perubahan didalam kepengurusan
gerakan menjelaskan adanya dinamika internal gerakan “Surat Ijo”. Dinamika internal gerakan
itu terjadi karena adanya tarik ulur kepentingan didalam kepengurusan gerakan. Akan tetapi
kepengurusan didalam internal gerakan yang mendorong untuk melakukan langkah politik
yaitu strategi politik dan politik praktis. Strategi politik dengan melakukan aksi perlawanan
kepada Pemerintah kota Surabaya. Pemilihan umum secara langsung dimanfaatkan sebagai
langkah politik praktis dengan melakukan kerjasama dengan aktor – aktor politik. Namun
justru terjadinya pemanfaatan gerakan oleh aktor politik untuk mendapatkan dukungan dalam
kontestasi politik.

Kata kunci : Gerakan, pemimpin, politisasi, dinamika, kepentingan, strategi politik, politik
praktis, kontestasi politik.

Abstract

Surabaya has unique issues regarding the status of the land which is called the "Surat Ijo"
which is a term license or the granting of land use land management rights owned by residents
of Surabaya with green mail folder. Therefore, then the term "Surat Ijo" known up to now in
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Surabaya. Some point Surabaya area occupied by residents recognized as an asset land
Surabaya City Government, so that citizens have no rights at all to the land, then the
movement used by "Surat Ijo" as a political instrument to fight the government of Surabaya.
however, the role of leader or head of the movement is very influential in building awarness
and maintain cohesiveness citizens through socialization “Surat Ijo” , so as to mobilize
citizens to engage and support the effort movement. However, the goverment's response in
defense of “Surat Ijo” provide movement in removing uncertainties “Surat Ijo”. Elections are
directly used as an access policy by the movement with the coorperation of political actors,
thus encouraging the politicization of “Surat Ijo”. Some changes in the management of the
movement “Surat Ijo”. The internal dynamics happened because due to the tug of interest in
the management of movement. However, the management of internal movement within the
push to make a political move which political strategies and political politics. Political
strategy to carry out acts of resistence to the goverment of the Surabaya. elections are directly
utilized as a practical political move through cooperation with political actors.  But precisely
the use of movement by political actors to gain support in the political contest.

Keywords : Movement, leader, politicization, dynamics, interests, political strategies,
practical politics, political contestation.

Pendahuluan

Gerakan sosial seringkali lahir di negara dunia ketiga terutama dalam rangka
memperjuangkan hak – hak atas tanah yang sering tergambarkan dalam gerakan petani.
Penguasaan tanah sangat penting bagi petani sebagai lahan produksi mereka untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Namun Kota Surabaya mempunyai permasalahan perihal status tanah
yang menjadi suatu fenomena politik yang unik. Beberapa titik wilayah Surabaya yang dihuni
oleh warga untuk tempat tinggal di klaim sebagai tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang
lebih dikenal sebagai surat tanah ijo. Peristiwa tersebut pada akhirnya meresahkan warga dan
memunculkan gerakan sebagai simbol perlawanan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk
menghapus surat ijo.

Gerakan sosial menurut Takashi Shiraisi didalam Soenyono (2005) merupakan sebagai
alat ekspresi politik rakyat untuk menyampaikan apa yang benar – benar hendak mereka
sampaikan kepada negara. Oleh karena itu, gerakan yang dibentuk warga Surabaya perihal
surat tanah ijo digunakan untuk memperjuangkan aspirasinya. Akan tetapi hal ini tidak
terlepas dari adanya reformasi yang memberikan peluang terhadap tumbuhnya gerakan dari
masyarakat yang digunakan untuk akses politik dalam mempengaruhi kebijakan. Sehingga
warga surat ijo memanfaatkan moment tersebut melalui gerakan untuk memperjuangkan
kepentingannya.

Adanya fenomena yang menunjukkan warga surat ijo melakukan upaya – upaya
melalui gerakan sebagai wujud perlawanan terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Menurut
Surya Dharma Wahyu (2012) Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya (GERATIS) melakukan
upaya melalui jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya,
namun hasilnya tidak memenangkan salahsatu pihak dan status tanah menjadi status quo
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(masih dalam sengketa). Akan tetapi pada kurun waktu tertentu sebuah fenomena
menunjukkan gerakan tersebut berubah menjadi Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya
(GPHSIS), tentu saja ada hal yang melatarbelakangi dalam perubahan tersebut. GPHSIS
melanjutkan kembali upaya – upaya dalam menghapus surat ijo dengan mengajak warga untuk
tidak membayar lagi uang sewa atas tanah kepada Pemkot Surabaya. Kemudian warga surat
ijo melalui GPHSIS melakukan unjuk rasa kepada Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu,
GPHSIS melakukan hearing ke DPRD Surabaya untuk memantau proses pelepasan surat ijo.

Pasca reformasi memberikan ruang kepada masyarakat terhadap akses politik dengan
adanya pemilihan umum secara langsung. Tahun 2004 pemilihan umum legislatif
diselenggarakan untuk memilih secara langsung anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Selain itu dengan dibentuknya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
daerah, maka kepala daerah juga dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Hal inilah
yang kemudian dimanfaatkan gerakan untuk bekerjasama dengan aktor – aktor politik untuk
memberikan kontribusi dalam upaya menghapus surat ijo. Namun peristiwa tersebut juga
menggambarkan bahwa surat ijo dijadikan komoditas politik oleh aktor – aktor politik yang
terlibat dalam pemilihan umum untuk mendapatkan dukungan dari warga surat ijo.

Adapun beberapa fenomena yang memperlihatkan warga surat ijo terlibat dalam aksi
dukung mendukung para aktor politik yang terlibat dalam pemilihan umum baik pemilihan
umum calon legislatif maupun pemilihan umum calon kepala daerah. Warga surat ijo
mendukung salah satu calon legislatif baik DPR maupun DPRD dalam pemilihan umum tahun
2009 sebagai bentuk kerjasama dengan aktor politik, yang membuat kontrak politik dalam
menghapus surat ijo. Kemudian surat ijo masih dijadikan komoditas politik pada pemilihan
umum kepala daerah Kota Surabaya tahun 2010, dimana warga surat ijo mendukung salah satu
calon walikota Surabaya dalam pemilihan umum tersebut. Selain itu, sebagian warga surat ijo
juga terlibat aksi dukung mendukung salah satu calon kepala daerah di tingkat Provinsi Jawa
Timur dalam pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Hal inilah
yang kemudian menggambarkan adanya peristiwa politisasi terhadap surat ijo Surabaya.

Oleh karena itu, untuk membahas kajian atau studi tentang politisasi terhadap surat ijo
Surabaya, dimulai dari faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya politisasi surat
ijo di Surabaya. Kemudian bagaimana dinamika internal dalam GPHSIS mendorong untuk
terlibat dalam kontestasi politik, sehingga dari hal ini dapat ditarik sebagai pemanfaatan
gerakan surat ijo untuk kepentingan politik.

Kerangka Teori

Untuk menjelaskan kajian perihal fenomena – fenomena yang telah dibahas
sebelumnya dengan menggunakan kerangka teori yaitu tentang gerakan. Dalam pandangan
Neil J. Smelser (1963), ada enam faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kolektif.
Faktor yang pertama adalah bermula dari adanya struktur yang mendukung atau kondusivitas
struktural. Kondusivitas struktural ini merupakan embrio yang membuka peluang bagi
terjadinya perilaku kolektif. Banyak hal yang menggambarkan struktur yang mendukung
terjadinya perilaku kolektif atau gerakan sosial, situasi yang tidak dapat diterima dan
menimbulkan krisis atau kepanikan dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang
menimbulkan perilaku kolektif.

Kemudian faktor yang kedua yaitu ketegangan struktural, gerakan sosial semakin tidak



24Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 21 - 30

terbendung apabila struktur kondusiv menimbulkan ketegangan struktural. Ketegangan
struktural ini dapat berupa ancaman, konflik, penindasan dan lain sebagainya. Dalam
menjelaskan setiap kasus adanya gerakan sosial, kita harus mempertimbangkan ketegangan
struktural sebagai turunan dalam lingkup yang diterapkan oleh struktural kondusiv.

Dalam proses terjadinya gerakan sosial menurut Smelser faktor yang ketiga adalah
tumbuh dan menyebarnya kepercayaan umum yang terkait dengan persoalan yang sedang
berkembang. Pertumbuhan dan penyebaran keyakinan tersebut adalah salah satu kondisi yang
diperlukan untuk terjadinya gerakan sosial. Gerakan sosial bisa diwujudkan diperlukan
penjelasan mengenai permasalahan dan solusinya yang berupa keyakinan atau histeris, norma,
nilai, dan keinginan sebagai pemenuhan tujuan.

Faktor keempat penentu penting terhadap terjadinya gerakan sosial menurut Smelser
adalah faktor pemercepat. Faktor – faktor itu bisa berupa peristiwa, bisa juga dalam bentuk
kehadiran tokoh kharismatik. Dalam banyak hal kehadiran tokoh karismatik merupakan
sebagai faktor pemicu yang memberikan keyakinan umum, menyediakan pengaturan untuk
menuju terjadinya gerakan sosial yang dapat diarahkan.

Faktor kelima yang turut menentukan terjadinya gerakan sosial menurut Smelser
adalah mobilisasi partisipan. Salah satu syarat yang diperlukan untuk gerakan sosial adalah
membawa kelompok yang terkena dampak ke dalam tindakan. Terjadinya gerakan sosial
sangat tergantung juga pada tersedianya kelompok yang bisa diorganisasi dan dimobilisasi
untuk melakukan tindakan - tindakan tertentu. Pada tahapan ini, pemimpin, komunikasi, dan
supplai dana sangat dibutuhkan bagi eksistensi gerakan sosial.

Penentu terakhir yang mempengaruhi atas terjadinya gerakan sosial menurut Smelser
adalah pelaksanaan kontrol sosial. Tidak seperti faktor determinan lainnya, kontrol sosial
merupakan studi tentang orang – orang yang kontra sehingga mencegah, mengganggu,
menyela, membelokkan dan menghambat gerakan sosial. Kontrol ini biasanya dilakukan oleh
negara, ada dua bentuk kontrol gerakan sosial dari pemerintah, yang pertama berbentuk upaya
pencegahan terhadap munculnya tindakan kolektif dengan cara mengurangi faktor pendukung
dan ketegangan struktural. Kontrol kedua dengan cara menekan perilaku kolektif setelah
gerakan dimulai seperti mengerahkan petugas keamanan.

Untuk menjelaskan tentang dinamika internal gerakan, menurut pandangan Herbert
Blumer didalam Gemma Edwards (2014) mengemukakan mekanisme pembangunan yang
terjadi didalam internal gerakan memiliki empat tahap utama yaitu agitasi, pengembangan
semangat tim, pengembangan moral kelompok dan pengembangan ideology dan taktik.

Agitasi merupakan fase dalam membangkitkan emosional kepada setiap individu
sehingga mendorong untuk terlibat dalam gerakan atas masalah yang dihadapi sebagai
perjuangan. Pengembangan Semangat Tim dengan membantu anggota untuk mengembangkan
keyakinan dan keteguhan untuk tujuan gerakan. Pengembangan Moral Kelompok merupakan
membangun gairah, komitmen, dan loyalitas antara orang – orang yang memiliki masalah
yang sama, dengan demikian merajut antar individu yang terlibat bersama – sama sebagai
kelompok yang mampu bertahan dari waktu ke waktu untuk merumuskan tujuan.
Pengembangan Ideologi dan Taktik sebagai tahapan tentang pengembangan norma dan nilai
yang mengatur fungsi internal gerakan yang kemudian menyediakan kriteria untuk membuat
rencana atau strategi sebagai langkah – langkah perlawanan terhadap kondisi eksternal yang
akan dijadikan target gerakan untuk mencapai tujuan.
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Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan perihal politisasi surat ijo di Surabaya adalah kualitatif
– deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan
berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas dari perjuangan atau upaya
Gerakan Pejuang Hapus Surat Hijau (GPHSIS) sebagai objek penelitian, yang kemudian
digunakan untuk kepentingan politik.

Fokus penelitian ini adalah berusaha mencari dan memahami tentang adanya politisasi
terhadap surat ijo, khususnya pada pemanfaatan Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya (
GPHSIS ) untuk kepentingan politik. Dimulai dari faktor – faktor apa saja yang
mempengaruhi terjadinya politisasi surat ijo di Surabaya, kemudian bagaimana dinamika
internal dalam GPHSIS mendorong untuk terlibat dalam kontestasi politik.

Penelitian ini dalam menentukan informan penelitian menggunakan teknik purposive.
Sedangkan teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data menurut Lisa Horison
(2007) adalah teknik wawancara. Adapun sumber data yang diperoleh dari data primer dan
data sekunder. Teknik analisis data terdapat beberapa tahapan menurut Miles dan Michael
Hubermen (1992), tahap atau alur kegiatan tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data
dan verifikasi data.

Prakondisi Politisasi Surat Ijo

Awalmula terjadinya konflik ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara
Pemerintah Kota Surabaya dengan warga surat ijo. Perbedaan persepsi ini terletak pada
anggapan tentang kepemilikan tanah – tanah bekas “Gementee Soerabaja”. Pemerintah Kota
Surabaya mempersepsikan tanah partikelir bekas “Gementee Soerabaja” merupakan tanah
yang dikuasai oleh negara. Pemerintah Kota Surabaya menganggap bahwasannya tanah –
tanah bekas masa kolonial atau tanah surat ijo tersebut merupakan hak negara sebagai
kekayaan alam yang pada dasarnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena
itu, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun
1997 mengenai Ijin Pemakaian Tanah ( IPT ). Perda tersebut memberikan kepastian
bahwasannya tanah surat ijo itu merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya dan dapat menarik
retribusi atau uang sewa kepada pihak penyewa dalam hal ini adalah warga surat ijo, sehingga
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Hal ini yang menjadikan masalah
utama yang dihadapi warga surat ijo atas kepemilikan tanah yang tidak mendapatkan kepastian
hukum secara legal sebagai hak atas kepemilikan tanahnya. Sehingga menimbulkan
pertentangan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan warga surat ijo.

Namun warga surat ijo juga mengalami ketertindasan dari Pemerintah Kota Surabaya
atas dasar dari Perda No. 1 Tahun 1997. Ketertindasan tersebut berupa perampasan dan
tekanan, perampasan itu karena tanah yang telah dimiliki dan dihuni warga sejak puluhan
tahun diklaim sebagai milik pemkot, kemudian warga diwajibkan untuk membayar uang sewa
atas tanah itu sebagai bentuk tekanan. Sehingga hal itu sebagai pemicu konflik yang terjadi
sebagai dasar kekecewaan warga surat ijo terhadap Pemerintah Kota Surabaya.

Kesadaran warga surat ijo atas perampasan tanah yang dilakukan Pemkot Surabaya itu
tidak lain atas sosialisasi yang dilakukan oleh para pemimpin gerakan melalui wilayah di
setiap Rukun Warga (RW). Soegito merupakan pemimpin atau ketua gerakan pertama yang
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menjadi ujung tombak atas kesadaran warga surat ijo terhadap permasalahan perampasan
kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya yang kemudian terbentuknya gerakan
tentang surat ijo pada tahun 1999 yang bernama PMHT (Panitia Meraih Hak atas Tanah). Para
pemimpin memiliki peran yang menentukan untuk memulai mengarahkan dan mengajak
warga surat ijo terlibat dalam aksi atau kegiatan – kegiatan gerakan. Dalam perkembangannya
meskipun terjadinya perubahan pemimpin, soialisasi terus dilakukan dalam wilayah per RW
untuk memelihara kohesivitas kelompok, sampai dengan sekarang yang kemudian menjadi
Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya (GPHSIS) yang dipimpin oleh Bambang Sudibyo.
Sehingga dari hal tersebut, masyarakat dapat dimobilisasi untuk melakukan tindakan –
tindakan bersama dalam gerakan. Akan tetapi pemimpin atau ketua mempunyai pengaruh
besar terhadap tindakan – tindakan apa yang akan dilakukan sebagai bentuk dari upaya
menghapus surat ijo.

Peran pemimpin gerakan sangat berpengaruh dalam memobilisasi warga surat ijo
untuk terlibat dan mendukung strategi maupun upaya yang telah dirumuskan oleh gerakan
untuk menghapus surat ijo. Para pemimpin gerakan merumuskan dan merencanakan
perjuangan melalui jalur politik, dengan anggapan bahwasannya politik merupakan yang dekat
dan mempunyai kekuasaan dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu, pemilihan umum
secara langsung baik memilih calon legislatif maupun kepala daerah diamnfaatkan sebagai
akses gerakan dalam mencapai tujuannya yaitu melakukan kerjasama dengan aktor – aktor
politik yang terlibat didalam pemilihan umum. Namun hal ini tidak disia – siakan oleh aktor -
aktor politik untuk mendapatkan dukungan dari warga surat ijo didalam pemilihan umum,
sehingga mendorong terjadinya politisasi terhadap surat ijo melalui gerakan tersebut.

Namun respon Pemerintah Kota Surabaya turut menjadi faktor yang mempengaruhi
terjadinya politisasi terhadap surat ijo. Dimulai dari kebijakan Pemerintah Kota Surabaya pada
tahun 2001 dengan mengirimkan surat ke Badan Pertanahan Kota Surabaya perihal
pengamanan tanah – tanah asset Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini adalah tanah surat
ijo. Kemudian pada tahun 2006 Pemkot Surabaya masih mengeluarkan kebijakan melalui
sekretaris Daerah Kota Surabaya Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya
yang menegaskan bahwa tanah – tanah sengketa sebagaimana surat ijo tetap dipertahankan
sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya. Disisi lain, Pemerintah Kota Surabaya juga
melakukan respon kepada gerakan dengan tujuan untuk meredam aksi warga dengan
membentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan
daerah tentang pelepasan tanah surat ijo. Namun pada kenyataannya lembaga ini kurang
efektif dan terkesan oleh warga pemerintah masih sangat berat untuk melepas surat ijo.
Kemudian respon Pemerintah Kota Surabaya berlanjut dengan membuat kebijakan berupa
Rancangan Peraturan Daerah untuk melepas surat ijo yang tertuang dalam Raperda No. 16
tahun 2014. Akan tetapi hal ini dinilai warga surat ijo masih memberatkan dengan berbagai
persyaratan yang tidak dapat dijangkau oleh warga, sehingga masih terkesan ketidak seriusan
Pemkot Surabaya untuk melepas surat ijo.

Beberapa kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Kota Surabaya sebagai respon
kepada gerakan surat ijo, memberikan gambaran bahwasannya pemkot berupaya
mempertahankan surat ijo sebagai kepemilikannya. Oleh sebab itu, respon Pemerintah Kota
Surabaya memberikan situasi ketidakpastian gerakan dalam menghapus surat ijo, sehingga
adanya pemilihan umum secara langsung dimanfaatkan gerakan untuk mengakses kebijakan
dalam menghapus surat ijo. Hal iniliah yang mendorong gerakan surat ijo dalam aksi dukung
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mendukung para aktor politik di pemilihan umum sebagai bentuk kerjasama untuk menghapus
surat ijo.

Dinamika Internal GPHSIS

Gerakan yang memperjuangan hak atas tanah surat ijo ini dalam kepengurusannya
mengalami 4 (empat) fase perubahan, sehingga menjelaskan adanya dinamika internal
gerakan. Perubahan tersebut karena adanya perpecahan didalam kepengurusan gerakan
sebagai bentuk konflik atas dasar perbedaan kepentingan, namun perubahan tersebut juga
menggambarkan adanya penyelesaian yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama.
Berikut ini penjelasan dari setiap fase perubahan :

Yang pertama, dimulai pada tahun 1999 dengan dibentuknya gerakan bernama PMHT
(Panitia Meraih Hak atas Tanah). Perlawanan warga tersebut dimotori oleh Soegito, kemudian
Soegito mendapat dukungan dari warga untuk menjadi ketua PMHT. Namun Soegito memilih
menggandeng Soewoto untuk menjadi wakil ketua karena selalu aktif mengikuti kegiatan dari
PMHT. Namun dalam perjalanannya, PMHT mengalami sebuah masalah yang terjadi didalam
internal. Masalah tersebut muncul karena adanya sebuah perbedaan – perbedaan pemikiran
yang diduga juga adanya kepentingan – kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan konflik
didalam kepengurusan gerakan. Salah satu pihak perwakilan dari wilayah Jagir memaksakan
idenya untuk membuat program dengan memungut biaya pada setiap warga surat ijo yang
akan digunakan untuk kegiatan PMHT sebagai upaya menghapus surat ijo. Oleh karena itu
terjadilah pertentangan antara salah satu pihak Jagir dengan Soegito, yang kemudian
berhimbas pada pengunduran diri Soegito sebagai ketua PMHT pada tahun 2003. Pada
akhirnya PMHT diketuai oleh Soewoto dan salah satu pihak Jagir yang bertentangan dengan
Soegito tersebut menjadi wakil ketuanya, sehingga ada kejanggalan terhadap peristiwa itu.

Kemudian pada fase yang kedua, mundurnya Soegito dalam PMHT tidak membuat
Soegito pasif dalam memperjuangkan surat ijo. Soegito membentuk gerakan baru untuk
menghapus surat ijo dengan nama PMPMHMT (Perhimpunan Masyarakat Peserta Meraih Hak
Milik Tanah). Soegito mengajak H. Dr. dr. Kabat, Sp.P(K) untuk terlibat dan dijadikan ketua
umum PMPMHMT karena dianggap sebagai tokoh yang mempunyai kualitas tinggi dan
mampu memberikan kekuatan pada gerakan, sedangkan Soegito menjabat sebagai ketua
pelaksana. Sehingga pada tahun 2003 ada dua gerakan yang berlandaskan untuk menghapus
surat ijo yaitu PMHT dan PMPMHMT. Perpecahan komunitas tersebut memiliki dampak pada
menurunnya kekuatan warga surat ijo untuk melakukan perlawanan kepada pemkot,
penurunan tersebut terjadi karena anggota didalam gerakan yaitu warga surat ijo juga ikut
terpecah. Hal ini dimanfaatkan pemkot dengan menawarkan kepada warga surat ijo untuk di
Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Penggunaan Lahan (HPL). Namun tawaran itu ditolak
oleh warga surat ijo, karena warga menghendaki pelepasan surat ijo bukan HGB diatas HPL
akan tetapi menjadi sertifikat hak milik. Kemudian hal tersebut membuat pihak pemkot
“marah” dengan berhimbas pada kebijakan melalui Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan
Bangunan Kota Surabaya pada tahun 2006 yang pada intinya menegaskan bahwa tanah –
tanah sengketa dipertahankan sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya. sehingga membuat
PMHT dan PMPMHMT merasa kecewa dan menyadari kekuatan dari masing – masing
tersebut kecil ketika memperjuangkan sendiri - sendiri, sehingga beberapa kali dari pihak
PMHT dengan PMPMHMT melakukan konsolidasi. Namun dalam perjalanannya Kabat ketua
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umum PMPMHMT telah wafat dikarenakan sakit.
Pada fase yang ketiga, kebijakan pemkot pada tahun 2006 dengan menetapkan surat ijo

sebagai aset pemkot, membuat pihak PMHT dengan PMPMHMT bersepakat untuk bersatu
kembali dengan membentuk sebuah gerakan yang bernama GERATIS (GERakan AnTI Surat
ijo). Kemudian dengan menggandeng H. Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, SH, M.Si sebagai
ketua umum sebagai hasil musyawarah internal para pengurus dengan memutuskan
perjuangan ke jalur hukum dan menggandeng seseorang yang menguasai tentang dunia
hukum. Untuk mengantisipasi perpecahan di dalam gerakan seperti yang pernah terjadi
sebelumnya antara Soegito dan Soewoto, kemudian dipilih Ir. Nur Hidayat sebagai ketua
pelaksana dalam GERATIS. Nur Hidayat merupakan salah satu pengurus di PMPMHMT
sebagai asisten Soegito. Setelah kepemimpinan didalam gerakan GERATIS yang dipimpin
oleh Nur Hidayat dianggap tidak memberikan perjuangan – perjuangan yang aktif maka
Soegito dengan dukungan warga surat ijo mengambil alih kepemimpinan tersebut pada tahun
2009. Namun dalam perjalananya Soegito wafat pada tahun 2010 karena sakit, sehingga para
pengurus yang lainnya merumuskan untuk tetap memperjuangkan surat ijo.

Fase yang terakhir, pada tahun 2010 GERATIS diganti dengan nama GPHSIS (
Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya), dengan adanya perubahan ini diharapkan lahir
semangat baru dari warga surat ijo untuk bersatu kembali memperjuangkan hak – hak atas
tanah yang diambil atau dirampas oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kemudian dari hasil
musyawarah para pengurus gerakan surat ijo dipilih Drs. Bambang Sudibyo, M.M sebagai
ketua GPHSIS pada tanggal 10 April 2010, karena Bambang Sudibyo dianggap yang lebih
aktif dan mampu membawa gerakan untuk mendapatkan tujuannya.

Strategi Politik dan Politik Praktis sebagai Langkah Politik Gerakan

Upaya melalui jalur politik itu telah dilakukan oleh gerakan surat ijo, menurut
pandangan Bambang Sudibyo sebagai ketua GPHSIS dibagi menjadi dua yaitu langkah politik
praktis dan strategi politik. Strategi politik merupakan cara yang digunakan dengan melakukan
aksi yang dianggap melawan Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan politik praktis merupakan
upaya yang digunakan GPHSIS melakukan kerjasama dengan aktor – aktor politik baik
DPRD, walikota, Gubernur, DPR dan lain sebagainya.

Strategi politik tersebut melakukan perlawanan dengan diawali menghentikan
pembayaran uang sewa, hal ini telah dirumuskan oleh para pengurus dan diupayakan baik dari
PMHT sampai dengan GPHSIS untuk terus mengajak seluruh warga surat ijo. Melakukan lobi
– lobi politik baik di BPN maupun di DPRD Surabaya. Kemudian melakukan unjuk rasa atau
demo sebagai perlawanan kepada Pemerintah Kota Surabaya. GPHSIS sendiri masih
melakukan aksi demo pada tahun 2012 kepada Pemerintah Kota Surabaya yang dihadiri warga
dari 63 kelurahan pemegang surat ijo. Namun strategi politik yang digunakan gerakan untuk
melawan pemerintah pada kurun waktu yang cukup lama belum juga memberikan gerakan
untuk mencapai tujuannya yaitu menghapus surat ijo. Oleh karena itu, dalam situasi
ketidakpastian untuk menghapus surat ijo, adanya pemilihan umum secara langsung
dimanfaatkan sebagai langkah politik praktis gerakan dalam menghapus surat ijo.

Dimulai dari PMHT dan PMPMHMT inilah sebagai langkah politik praktis yang
kemudian membawa gerakan untuk menghapus surat ijo ini terlibat didalam kontestasi politik.
Pada tahun 2005 pemilihan umum Walikota Surabaya, baik PMHT dan PMPMHMT
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bekerjasama dengan aktor – aktor politik yang terlibat didalam pemilihan umum. Para
pengurus masing – masing baik PMHT dan PMPMHMT mendukung salah satu calon walikota
dan wakilnya yang dianggap benar – benar berpihak pada warga surat ijo yaitu PMPMHMT
mendukung Gatot Sudjito dan Benyamin Hilly sedangkan PMHT mendukung Erlangga
Satriagung dan AH Thoni. Keterlibatan didalam aksi dukung – mendukung dalam pemilihan
umum ini diharapkan akan mempermudah jalan dalam menghapus surat ijo dengan membuat
kontrak politik jika terpilih akan menghapus surat ijo. Akan tetapi hal inilah yang kemudian
tidak disia – siakan oleh para aktor politik sebagai peluang mendapat dukungan dari warga
surat ijo melalui gerakan dalam pemilihan umum.

Kemudian pada tahun 2009 ketika kepemimpinan GERATIS diambil alih oleh Soegito
melanjutkan langkah politik praktis sebagai perjuangan dengan bekerjasama dan mendukung
calon DPR Priyo Budi S, dalam pemilihan umum calon legislatif tahun 2009. Pada tahun 2010
GPHSIS melanjutkan langkah politik praktis dan terlibat dalam aksi dukung mendukung
cawali dan cawawali Kota Surabaya yaitu Fitradjaja dan Naen Soeryono, sebagai bentuk
kerjasama dalam kontrak politik untuk menghapus surat ijo. Kemudian bekerjasama dan
mendukung calon DPR yaitu Adies Kadier pada pemilihan umum tahun 2014. Dan langkah
politik praktis selanjutnya terwujud dalam ketua GPHSIS Bambang Sudibyo mencalonkan diri
sebagai calon DPRD Kota Surabaya pada pemilihan umum tahun 2014.

Kesimpulan

Dimulai dari pandangan Pemerintah Kota Surabaya yang mengklaim tanah surat ijo
merupakan tanah aset Pemkot Surabaya. Pengakuan tersebut kemudian mengakibatkan
ketertindasan berupa perampasan dan tekanan yang dialami warga surat ijo atas kebijakan
Pemkot Surabaya. Sehingga dari hal itu, gerakan dijadikan instrument politik warga surat ijo
untuk melawan Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat hak
milik. Namun peran pemimpin atau ketua gerakan sangat berpengaruh dalam membangun
kesadaran dan memelihara kohesivitas warga surat ijo melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi
tersebut membuat warga dapat dimobilisasi untuk terlibat dan mendukung upaya - upaya
gerakan dalam mencapai tujuannya. Akan tetapi respon pemkot Surabaya terhadap gerakan
dengan mempertahankan surat ijo justru memberikan situasi ketidakpastian gerakan dalam
menghapus surat ijo. Oleh karena itu, adanya pemilihan umum secara langsung digunakan
sebagai peluang atau akses oleh gerakan dalam mencapai tujuannya dengan melakukan
kerjasama kepada aktor – aktor politik yang terlibat didalam pemilihan umum. Sehingga hal
ini yang mendorong terjadinya politisasi terhadap surat ijo yang dilakukan aktor – aktor politik
untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum dari warga surat ijo melalui gerakan.

Dinamika internal yang terjadi didalam GPHSIS mengalami beberapa perubahan.
Perubahan itu terjadi karena adanya tarik ulur kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan
tertinggi didalam kepengurusan gerakan, hal ini dapat dilihat terjadinya perpecahan dalam
internal gerakan. Namun atas dasar satu ikatan dan satu tujuan menghapus surat ijo, kemudian
dijadikan penyelesaian untuk menyatukan kembali kepengurusan gerakan surat ijo.
Kepengurusan didalam internal gerakan yang mendorong untuk melakukan langkah – langkah
melalui jalur politik yang dianggap dekat dan mempunyai kekuasaan dalam membuat
kebijakan, yaitu dengan strategi politik dan politik praktis. Strategi politik merupakan cara
yang digunakan gerakan dengan melakukan aksi yang dianggap melawan atau bertentangan
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dengan Pemerintah Kota Surabaya. Politik praktis merupakan langkah yang digunakan
gerakan melakukan kerjasama dengan aktor – aktor politik. Akan tetapi hal inilah yang
kemudian tidak disia – siakan oleh aktor – aktor politik dengan memanfaatkan warga surat ijo
melalui gerakan untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum, sehingga terjadinya
politisasi terhadap surat ijo.
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